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ABSTRAK

Nama - Fina Audina Anggraini

NIM :02011181621076

Judul Skripsi : Penerapan Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal
Kerja Di PT.Bank Mandiri Persero TbK.

Latar belakang penelitian ini adalah karena debitur meninggal dunia
sementara ahli warisnya menghendaki kreditnya diteruskan karena masih dipakai
untuk usahanya dikarenakan terjadinya kredit bermasalah sebab debitur meinggal
dunia maka ahli waris menghendaki untuk melakukan novasi. Bagaimana hubungan
novasi dengan kredit modal kerja, serta bagaimana proses penerapan novasi. Untuk
menghasilkan  jawaban  dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang
meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan
penelitian data primer di lapangan. Dalam penelitian tersebut dapat diperoleh
kesimpulan bahwa kredit modal kerja diperlukan debitur untuk melanjutkan
usahanya, namun setelah debitur meninggal dunia kredit tersebut dilanjutkan oleh ahli
warisnya dengan melakukan novasi. Dengan melewati proses penerapan novasi
dengan memenuhi persyarat. Oleh karena itu, sebagai alat bukti dan untuk menjamin
kepastian hukum dari perjanjian kredit tersebut, maka dilakukan novasi. Sedangkan
syarat dan prosedur novasi hampir sama dengan syarat dan prosedur perjanjian kredit,
hanya saja dalam syarat penandatanganan addendum perjanjian kredit disertai dengan
antara lain persetujuan dari ahli waris, surat keterangan kematian, fatwa waris.

Kata Kunci: Novasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Bermasalah.

Pembimbing Utama, Pembithu,
N b

Hij. Yunial Laili Mutiari, S.H.. M.Hum

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001 NIP. 195806011985112001

Mengetahui,

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata

Sri Turatmiya ,,S.Il;jl JHum.
NIP. 196511011992032001



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat 3 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Hingga semua kehidupan masyarakat, bangsa
dan juga negara wajib didasarkan kepada aturan yang ada, yang mana maksud
aturan jadi patokan guna menyelesaikan persoalan berhubungan individu atau
kelompok.

Negara maju, peran industry dominan disbanding pertanian. Berperan
sebagai mesin dan berkembang sebab angka modal besar, kesanggupan penyerap
karyawan banyak, dan kekuatan menimbulkan nilai tambahan di semua bahan
baku yang dikelola, dan sektor industri lebih baik dari sektor lain. Memiliki
banyak keuntungan. Di negara lain, peran industri memberikan pemasukan lebih
besar.

pemasukan lebih besar disbanding industri telah mengakibatkan lambat
atau cepatnya perubahan perekonomian wilayah berhubungan, pertanian
kemudian industri setiap negara.t

Ekonomi nasional bergerak dengan cepat juga kendala yang sulit, sebab itu
pencocokan kepada bidang perekonomian juga perbankan, hungga harapannya
bisa memperbaiki juga memperkokoh ekonomi lainnya. Seperti disebutkan Pasal

1 ayat (1) UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN ialah: “BUMN yang modalnya

!Arsyad, Lincolin,Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2009), him. 97.



milik pemerintah juga dari kekayaan milik Negara”. BUMN juga pelaksana
perekonomian nasional. Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan mengatakan bahwa bank gunanya memasukkan dana dari masyarakat
kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk pinjaman guna mengingkatkan
kebutuhan hidup masyarakat.

Kegunaan bank juga sebagai norma hukum, ialah bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari hukum keperdataan, juga sebagai bagian hukum perdata.
Kegunaan bank antar hubungan hukum ialah bank juga debitur nasabah patuh
pada aturan yang ada, kaitan tersebut bisa dikelompokkan jadi (2) bentuk, ialah:
kaitan bank dengan nasabah atau dikatakan perjanjian simpanan, dan kaitan bank
dengan debitur ialah perjanjian kredit.2

Pasal 1 angka 5 Peraturan Bl No. 7/2/PBI1/2005 tentang Penilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum Kredit ialah penyedia uang atau pun lainnya yag bisa
disamakan denganya, sesuai persetujuan pinjaman antar pihak bank dengan yang
lain, juga mewajibkan para peminjam membayarkan utangnya sesuai jangka
waktu yang sudah ditentukan oleh bank juga memberikan bunga, termasuk:

a. Cerukan saldo miring direkening giro juga tidak bisa dibayar lunas pada
akhir hari;
b. Pengembali alihan tagihan pada kegiatan piutang;

c. Pengembali alihan/ pembelian kredit pihak yang lain.

2 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
him. 36.



Maksud kredit diatas ialah pada pelaksanaan kredit bisa dilakukan
pemberian pada debitur atau juga melewati beli kredit dimiliki pihak yang
lainnya, dibeli langsung atau melewati perusahaan. Ada pun berdasarkan
penggunaan nya kredit dibagi dua (2) bentuk, ialah: Kredit Investasi juga KMK.
KMK diartikan sebagai kredit yang diberikan pada bentuk rupiah dan muga
valuta asing juga penuhi modal kerja yang bisa habis pada satu siklus pada waktu
max. 1 tahun juga bisa perpanjang berdasarkan kesepakatan antar pihak.® Bisa
disebutkan apabila kredit digunakan guna pmbiayaan modal kerja, juga modeal

kerja ialah pembiayaan yang usaha perlukan guna operasional sehari-harinya.

Kredit perbankan memiliki resiko dengan tidak dibayarkan kredit yang
telah diberikan hingga bank dikatakan sebagai bisnis yang dianggap beresiko
juga memiliki pertimbangan resiko, yang mana bank juga wajib menganalisis
saat debitur melakukan pinjaman, sesuai ketentuan Bl No. 11/25/PBI/2009
tentang Manajemen Resiko bagi Bank resiko yang muncul ialah resiko sebab
gagalnya pihak pembayar memenuhi keharusannya pada bank. Pada kasus seperti
ini dikatakan sebagai kredit yang masalah ialah apabila kendala penyelesaian
kewajiban nya pada pembayaran juga kembali pokoknya atau pembungaan,

terlambat bayar, semua dikatakan kredit yang masalah.

Kredit diberikan akan pada perjanjian kredit pinjaman menjadi dasar acuan

dalam perjanjian kredit. KUHPerdata sendiri tidak mengatur secara khusus

3Kasmir, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
him. 85.



tentang perjanjian kredit, KUHPerdata Cuma membahas utang terjadi sebab

pinjaman uang, diatur pada pasal 1756 KUHPerdata. * Dalam Praktik

Pada kredit bank ataupun pinjaman bentuk lain, kreditur diberikan
peraturan yang tidak cukup untuk kreditur. Dilindungi pembayarannya hasil jual
barang punya kreditur bersifat umum, dan tidak untuk secara khusus juga berlaku
guna kreditur. Hak agunan diperuntukan khusus itu garus dijanjikan dahulu

antarnya, jenis ini disebut: hipotek/gadai/fidusia lainnya.’

Suatu perjanjian kredit, akibat yang ada ialah apabila debitur tidak
membayarkan pinjamannya, maka dari itu kerugian bagi pihak bank, kerugian
yang bisa terjadi apabila debitur tidak membayarkan utangnya pada waktu yang
sudah disepakati atau macet kredit. Bank berusaha melakukan suatu upaya
menyelesaikan masalah apabila terjadi kendala sesuai dengan aturan yang telah
dibuat sebelumnya oleh pihak bank maka dari itu semua ketentuan telah jelas
aturannya. Setelah adanya persetujuan antar pihak yang bermasalah itu segera
dilakukan penyelesaian agar jelas melewati upayapenjadwalan lagi, penataan
ulang kredit juga dapat pula dilakukan Novasi.?Novasi bisa diartikan sebagai
perjanjian yang menggantikan janji yang telah ada dengan melakukan janji yang

baru

“Muhammad Saleh, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi
Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2016), him. 31.

Op.cit, him. 52.

6 Sudiman Sidabukke, Kredit Macet dan Nova si Subjektif Pasif, Vol 1, 2008, him, 3.



Itu dapat terjadi ke kreditur, atau debitur juga objek perjanian.’
Pasal 1413 KUHPerdata menyinggung ada tiga cara melakukan novasi:

1. Novasi Objektif, yaitu orang memiliki berhutang buat ikatan yang baru
untuk orang yang utang kepadanya untuk menggantikan yang lama

2. Novasi Subjektif Aktif, yaitu orang berhutang baru dipilih guna mengganti
orang yang memiliki utang yang lama maka dari itu menggantikan orang
berutang lama, yang oleh si berpiutang dilepaskan dari utangnya.

3. Novasi Subjektif Pasif, yaitu sebab perjanjian yang baru, orang berpiutang
baru dipilih guna gantikan orang yang lama terhadapa orang yang berutang

dilepaskan kewajibannya.

Kredit diberikan ke debitur guna orang yang utang telah meninggal dunia
setelahnya kewajiban pindah ke alih waris mereka yang memiliki utang. Pasal
833 KUHPerdata mengatakan semua alih waris denngannya sebab hukum
mendapatkan hak milik semua benda, dan juga segala utang menggantikan si
yang telah meninggal dunia. Pada pasal 1100 KUHPerdata dikatakan apabila
para warisyangtelahmenerimasuatuwarisandiwajibkan dalam hal pembayaran
utang,pemberian utang dll, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh alih
waris. Hingga apabila orang yang mempunyai utang meninggal dunia maka alih

warisnya lah yang akan menanggung semua nya.

’Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya, 2010), him. 177.



Novasi akan dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu perbaruan utang
dibuat dengan perikatan yang baru demi menghapus perikatan yang lama hingga

debitur lama dilepaskan kewajibannya.

Novasi terhadap debitur Kredit Modal Kerja dilakukan apabila terjdi macet
kredit padahal kredit masih dalam pembayaran, sering terjadi sebeb debitur lama
mengalami sulit bayar angsuran, juga bisa sebab debitur meninggal dunia hingga
ahlui warisla yang melanjutkannya. Juga karena yang lain berubahnya status

debitur individu jadi firma atau juga PT

Proses terjadinya Novasi mempunyai syarat juga ketentuan yang wajib
diikuti oleh bank atau juga debitur yang baru, juga haus dibuat akta serta
dokumen yang memiliki hubungan dengan proses jalan nya novasi itu
sendiridihadapan Notaris.Seperti hal nya kasus yang pernah terjadi di PT. Bank

Mandiri Cabang Palembang Sudirman.

Bagan 1. Alur Kasus Novasi

Pak Aziz Memiliki Usaha Toko Mengajukan Kredit Modal
(Selaku Sembako, Diajukan Kerja di Bank Mandiri
Debitur) ™ sebagai jaminan kredit > Cabang Palembang

untuk kredit modal kerja Sudirman pada tahun 2018

Bagian Kredit Bu Yuliana selaku Pihak Nasabah

perjanjian atas
nama Pak Aziz

Mandiri Cabang
Palembang

Bank Mandiri istri pak Aziz, Meninggal Dunia,
melakukan mengajukan Novasi sehingga kredit
perubahan Kredit (Pembaharuan < pinjaman atas nama

untuk akad Utang) ke Bank Pak Aziz menjadi

tunggakan selama 2
bulan

Sumber: Tim Small Medium Enterprise Bank Mandiri Area Palembang Sudirman



Sesuai dengan bagan yang telah ada maka penulis berkesempatan
membahas dalam sebuah skripsi yang memiliki berjudul:“PENERAPAN
NOVASI TERHADAP DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL
KERJA DI PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk.”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut diuraikan maka dapat disimpulkan
masalah yang diangkat ialah:

1. Apa yang harus dilakukan apabila dalam perjanjian kredit modal kerja jika
yang membuat perjanjian meninggal dunia?

2. Apa yang harus dilakukan pihak kreditur apabila debitur baru tidak dapat
melunasi hutang nya setelah melakukan novasi kredit?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi tujuan penulisan skripsi
ini, ialah:

1. Guna memberitahu dan menganalisis hal-hal yang dilakukan dalam
perjanjian kredit modal kerja jika yang membuat perjanjian meninggal
dunia

3. Hal-hal yang diperlukan pihak kreditur apabila debitur baru tidak dapat
melunasi hutang nya setelah melakukan novasi kredit.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini berharap bisa membawa manfaat berikut:



1. Teoritis, tulisan ini bisa memberikan wawasan penulis khususnya ilmu
hukum, khususnya ilmu pengetahuan para sarjana umum di bidang
perjanjian kredit modal kerja.

2. Praktis, Hasil tulisan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam
menguraikan proses implementasi novasi kepada debitur dalam perjanjian
kredit modal kerja, juga bisa digunakan mencari info juga penjelasan
pada bank sebagai kreditur, debitur dan notaries bank sebagai pengganti
pengutang. Perjanjian modal kerja, untuk menghindari masalah dalam
proses pelaksanaan, dan aman secara hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian pada penulisan ini terbatas dengan hal yang

memiliki kaitan pembahasan masalah penerapan novasi di perjanjian KMK di

PT. Bank Mandiri. Supaya penulisan ini memiliki arah yang teratur sehingga

tidak jauh melewati judul yang akan dibahas nantinya.

F. Kerangka Teori
Merupakan pacuan teori guna menbangun juga memperkokoh kapastian
dari masalah yang akan dianalis oleh penulis. Pada penelitian ini digunakan

sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Pengertian janji dapat ditemukan didalam pasal 1313 KUHPerdata,
yang mana pasal ini merumuskan apabila perjanjian ialah perbuatan yang
mana satu orang atau pun lebih melakukan perjanian engan mengkikatkan

dirinya dengan orang lain lagi guna suatu perjanjian. Sedangkan suatu



perjanjian haruslah mengikuti persyaratan yang ada guna dikatakan

perjanjian yang telah sah. Syarat nya berdasarkan KUHPerdata ialah:

1. Kesepakatan antar pihak yang berhubungan kesepakatan gna
membentuk perjanjian diantara para pihak yang ada didalamnya ialah
sebuah syarat sah yang wajib dipenuhi guna membuat perjanjian
menjadi sah. Apabila sebuah perjanjian tidak dibuat dengan
kesepakatan, melainkan adanya unsur lain seperti kekhilafan, paksaan
ataupun penipuan. Maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah.
Kesepakatan diantara pihak yang  ingin melaksanakan sebuah
perjanjian mengandung asas konsensualisme.

2. Cakap dalam membuat perikatan, orang yang dianggap cakap
berdasarkan ketentuan hukum ialah dewasa sesuai dengan hukm, yang
diatur dalam pasal 330 KUHPerdata, hingga belum dewasa adalah ia
yang belum genap dua puluh satu tahun juga belum menikah dan tidak
pada pengampuan.

3. Hal tertentu ialah objek perjanjian tersebut haruslah jelas, tidak kabur
atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk
menjamin kepastian dari perjanjian itu sendiri.

4. Suatu sebab yang halal, sebab halal yang dimaksudkan ialah tidaknya
berlawanan dengan peraturan UU, norma kemanusiaan atau tertiban

umum pasal 1337 KUHPerdata. &

8Retna Gumanti,Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata), Jurnal Hukum, Vol.
1, 2012, him 8.
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2. Teori Jaminan

Ketentuan  jaminan diatur pasal 1131 KUHPerdta - pasal 1138
KUHPerdata, yaitu: semua benda yang memiliki utang bergerak ataupun
tidak, yang telah ada atau yang baru ada di keesokan hari, jadi tanggungan
guna semua perikatan perorangan. Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan
setiap kebendaan dimiliki yang berhutang (debitur) maupun yang telah ada
pada dirinya. Ataupun yang akan ada di keesokan hari, jadi jaminan atas
segala tagihan dimilikinya.

Berkaitan dengan pasal 1131 KUHPerdata, sebagaimana yang
dirumuskan pada pasal 1132 KUHPerdata benda itu jadi jaminan bersama
untuk semua orang yang memiliki utangnya; keuntungan penjualan barang
kemudian dibagikan berdasarkan kebutuhan ialah berdasarkan besar atau
juga kecilnya berdasarkan ukuran utang masing-masing. Kecuali diantar
pihak yang memiliki utang ada alasan yang patut di dahulukan

Kemudian jaminan dibagi dua, yaitu kebendaan atau perorangan atau
penanggungan. Kebendaan diatur pada buku Il KUHPerdata pasal 1150 —
1161 tentang gadai, ialah: hak yang didapatkan kreditur atas barang
bergerak yang diberikan kepada debitur guna mengambil pelunasan dan
juga barang dengan mendahulukan kreditur lain. Dan jaminan perorangan
sesuai pasal 1820 KUHPerdata, ialah perjanjian yang sesuai dengan pasal
1820 KUHPerdata, ialah: hubungan yang pihak ketiga untuk kegunaan yang
memiliki utang, untuk mengikatkan diri guna memenuhi ikatan yang

memiliki utang.
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3. Teori Novasi

Novasi adalah kesepakatan, yang mengarah pada hapusnya kesepakatan,
sementara kesepakatan lain tampaknya menggantikan kesepakatan awal.
Bentuk novasi meemiliki 3 bentuk:

1. Novasi Obyektif yaitu mengganti perjanjian telah ada secara
obyektif dengan janji yang lain
Novasi bisa terjadi dengan cara-cara berikut:

1). Mengubah isi perjanjian. Debitur mengganti perjanjian
dengan yang lain penggantian yang disepakati

2). Mengubah sebab daripada perikatan.

2. Novasi subyektif pasif, debitur yangn lama kemudian diganti yang
baru. Novasi subyektif pasif, terdapat dua (2) cara untuk
pergantian debitur yaitu;

1). Expromissie, Debitur lama digantikan orang yang baru
kemudiannya.

2) kesepakatan antar debitur awal, kreditur awal juga debitur
yang baru. Tanpa persetujuan kreditur, debitur yang lama
tidak bisa mengganti yang baru.

3. Novasi subyektif aktif, kreditur lamadigantikan kredit baru.

Novasi subjektif ialah perjanjian segitiga,
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah Yuridis Empiris ditunjang
menggunakan Metode Normatif. Yuridis Empiris ialah penelitian dilakukan
melihat fenomena hukum pada sosialisasi dan ketentuan-ketentuan hukum
yang terjadi di lapangan penelitian. Metode penelitian juga didukung
dengan data-data dari sumber-sumber bahan hokum.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan berikut:
a. Pendekatan Perundangan (Statute Aprroach)
Dilakukan dengan melihat peraturan dan regulasi yang bersangkutan
dengan aturan hukum yang ada, pendekatan perundangan ini memiliki
kesempatan untuk penulisan guna mempelajari ialah konsistensi juga
ketertarikan antar peratauran dengan lainnya.®
b. Pendekatan Kepustakaan (Library Aprroach)
Pendekatan ini dilakukan untuk menghimpun semua info yang
dianggap pantas dan berhubungan dengan masalah yang diangkat, yang
bisa diperoleh dari buku, laporan serta karangan dan lainnya.yang bisa

digunakan sebagai patokan untuk menulis penelitian ini.

® Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),
him.177.
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum ialah akses penulisan digunakan guna menyeelsaikan masalah
yang telah ada, sekaligus memberikan pandangan mengenai apa yang
terjadi. Jenis juga sumber bahan digunakan ialah:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang autoritarif, artinya
mempunyai otoritas:
1. KUHPerdata (Bargelijk Wetbook);
2. UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
3. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ialah memberikan penulis petunjuk untuk
kearah mana penulis melakukan penelitian.'® serta menjelaskan pada
kumpulan pustaka sebagai penopang bahan hukum primers dll dari:
1. Buku
2. Jurnal

3. Artikel

10 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi,(Jakarta: Kencana Prenada Media
Group,2017), him. 196.
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4. Dan lainnya.
c. Bahan Hukum Tersier
Tersier ialah bahan hukum guna memberikan arahan atau kejelasan
petunjuk ataupun penjelasan hukum primer serta sekunder.
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di kota Palembang, dengan metode
wawancara. Karena informasi dan responden yang di wawancarai penulis
adalah dari pihak Bank yang berlokasi di kota Palembang, Sumatera
Selatan, yaitu:
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, SME AREA PALEMBANG
SUDIRMAN
JI. Jend. Sudirman no. 419, 24 llir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota
Palembang Sumatera Selatan 30114.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan Bahan hukum diperlukan guna mendapatkan info yang
dibutuhkan untuk penulisan skrpsi, ialah memakai studi lapangan juga
kepustakaan, ialah:
a. Studi Kepustakaan (Library Research)
Teknik Studi Kepustakaan digunakan mendapat data sekunder dengan
mencari teori, mengumpulkan serta menggali juga mengkaji literature,
koran, juga dokumen lainnya yang memiliki hubungan sesuai dengan

yang dibahas pada skripsi ini berdasarkan peraturan perundangan.
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b. Studi Lapangan (Field Research)
Teknik Studi Lapangan digunakan ntuk menunjang bahan-bahan kajian
yang diperoleh dari studi kepustakaan, maka dilakukan wawancara
dengan narasumber atas dasar pertimbangan jabatan, keahlian dan
pengalaman, pada pejabat bagian kredit di PT. Bank Mandiri Persero
Thk SME area Palembang Sudirman.
6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum dikelola juga analisis secara deskriptif analisis kualitatif
guna mendapatkan penjelasan melewati penjelasan secara sistematis.
Deskriptif tersebut terdapat isi juga struktur hukum positif, ialah yang
dilakukan penulis dalam rangka mementukan arti hukum, yang juga
dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah yang ada untuk jadi
objek dalam penulisan ini.
7. Teknik Penarikan Kesimpulan
TeknikPenarikan Kesimpulan pada penelitian ini dengan cara deduktif
ialah berfikir mengenai dasar hal yang umum kemudia juga diambil

kesimpulan yang khusus dengan pokok masalah tersebut.*

11 Surakhmad Winarmo, Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian llmiah
Dasar MetodeTekhnik, (Bandung: Tarsio, 1994), him. 17.
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